PAGE  
10
BAB I PENDAHULUAN


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian


Dengan adanya teknologi modern dan persaingan bebas yang semakin kerasnya maka suatu negara mengiginkan adanya peningkatan perolehan dalam segala bidang terutama dalam bidang perekonomian. Kondisi perekonomian Indonesia sekarang ini berdampak pada tingkat pertumbuhan nasional secara keseluruhan dengan menganalisa dan mempertimbangkan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi maju mundurnya suatu negara. Jika dilihat dari kondisi perekonomian Indonesia saat ini yang sedang mengalami krisis berkepanjangan, maka diperlukan adanya suatu upaya untuk keluar dari krisis tersebut dan kita harus tetap maju guna mempertahankan kondisi perekonomian bangsa kita agar tetap stabil. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melaksanaknan pembangunan di segala bidang. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan pembiayaan, pembiayaaan tersebut diterima oleh negara dalam bentuk pendapatan  berupa pajak, perolehan, ekspor, impor, hasil lelang, hibah, retribusi dan sebagainya. 

Pendapatan utama yang paling besar bagi suatu negara salah satunya diperoleh dari penerimaan pajak yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. 

Pemerintah menciptakan sistem Undang-undang perpajakan yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga dapat sempurna dan sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional serta kebijakan Pemerintah yang berbunyi “Sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan dan aparat perpajakan harus makin mampu dan bersih”. Ciri dan corak sistem perpajakan tersebut adalah pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya yaitu mempunyai kewajiban untuk malakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan perundang-undangan perpajakan. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh negara masyarakat Wajib Pajak.

Kelompok pajak menurut golongannya terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan pajak tidak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Adapun menurut sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, dan pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Menurut lembaga pemungutnya pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dan digunakan untuk membiyai rumah tangga daerah.

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang memuat semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun. Anggaran dibuat untuk jangka waktu pendek maupun panjang, baik untuk masa triwulan, semester atau tahunan yang sesuai dengan kondisi serta program-program yang telah disahkan. Tujuan anggaran yaitu untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran lebih jelas dan terlihat nyata serta untuk mempermudah pelaksanaan anggaran sehingga mampu meningkatkan efektivitas guna mencapai sasaran pembangunan.

Anggaran mempunyai fungsi sebagai perencanaan yaitu merupakan alat perencanaan tertulis menuntut pemikiran yang teliti dan akan memberikan gambaran yang lebih nyata atau jelas dalam unit dan uang. Sedangkan manfaat anggaran yaitu untuk menghidari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu sehingga dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta untuk melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuannya yaitu dengan cara memungut pajak dari daerahnya sendiri untuk dipergunakan dalam membiayai pengeluaran umum yang didapat dari pendapatan asli daerah yang diperoleh berdasarkan anggaran yang telah disusun karena jika tidak ada anggaran maka pendapatan asli daerah pun tidak akan terkoordinir dengan baik dan pembangunan pemerintahan daerah tidak akan berjalan. Untuk itu diperlukan kesadaran bagi masyarakat untuk membayar pajak guna tercapainya pembangunan yang berkesinambungan. Sehubungan dengan pentingnya Pendapatan Asli Daerah, penerimaan daerah yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah sebuah pemerintahan daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan pajak dan bertujuan untuk memungut pajak yang diperoleh dari pribadi, wajib pajak, badan dan instansi terkait lainnya untuk dipergunakan kembali sebagai pengeluaran umum. Adapun penerimaan pajak yang diperoleh berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Saat ini kondisi keuangan daerah kurang menggembirakan bagi Pendapatan Asli Daerah karena masih banyak yang belum mengerti dan sadar akan tanggung jawab sebagai Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga kondisi keuangan daerah menurun, maka agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi naik dapat terus ditingkatkan melalui intensifikasi dan eksentifikasi pungutan. Kesadaran masyarakat membayar pajak sangat menentukan Pendapatan Asli Daerah dan kesadaran itulah yang harus selalu ditingkatkan melalui penyuluhan yang dilakukan secara umum. Administrasi pungutan harus disesuaikan dan disempurnakan serta tegas dalam mengenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Pungutan yang membawa dampak biaya ekonomi yang tinggi agar dihapus dalam rangka mendorong investasi dunia usaha dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, Dinas Pendapatan Daerah dapat memungut pajak salah satunya melalui pajak daerah. Untuk itu diperlukan adanya penerimaan pajak yang berasal dari pajak daerah berupa iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa mendapat imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga pemerintahan dapat berjalan. 

Penulis ingin memberikan gambaran tentang anggaran pendapatan asli daerah dan realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2001 – 2005, karena jika dilihat dari hasil penerimaan dan realisasi dapat menunjukkan bagaimana tingkat perbandingannya apakah dari tahun ketahun ada peningkatan atau sebaliknya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perbandingan Antara Anggaran Pendapatan Asli Daerah Dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada DIPENDA Kota Bandung.”   

1.2 Identifikasi Masalah


Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa masalah yang ingin penulis kemukakan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana anggaran pendapatan asli daerah pada DIPENDA Kota Bandung.
2. Bagaimana realisasi pendapatan asli daerah pada DIPENDA Kota Bandung.
3. Bagaimana perbandingan antara anggaran pendapatan asli daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah pada DIPENDA Kota Bandung.
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai Perbandingan Antara Anggaran Pendapatan Asli Daerah Dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada DIPENDA Kota Bandung. Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian untuk memperoleh data, informasi atau suatu gambaran mengenai Perbandingan Antara Anggaran Pendapatan Asli Daerah Dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada DIPENDA Kota Bandung. Secara terperinci dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui anggaran pendapatan asli daerah pada DIPENDA Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui realisasi pendapatan asli daerah pada DIPENDA Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui perbandingan antara anggaran pendapatan asli daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah pada DIPENDA Kota Bandung.
1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis

      Sebagai bahan perbandingan antara teori yang penulis dapat selama dibangku kuliah dengan prakteknya dilapangan serta menambah wawasan penulis terutama mengenai perbandingan antara anggaran pendapatan asli daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah pada DIPENDA Kota Bandung.

2. Bagi perusahaan atau instansi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas sehingga dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta meningkatkan kinerja kegiatan perpajakan.

3. Bagi pihak lain 

Dengan adanya laporan skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai perbandingan antara anggaran pendapatan asli daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah dan dapat dijadikan sebagai tambahan bagi rekan-rekan pembaca yang ingin melakukan penelitian dalam masalah yang sama.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis


Dalam mencapai tujuannya, setiap daerah akan berusaha untuk memperoleh pendapatan seoptimal mungkin yang nantinya akan menjadi pemasukan bagi daerah itu sendiri yang berasal dari anggaran. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang bergerak dalam bidang pemungutan pajak, menyusun anggaran untuk pendapatan asli daerah sehingga berguna untuk membiayai pembangunan daerah. Untuk itu anggaran penerimaan asli daerah mempunyai peranan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah karena jika tidak ada anggaran maka pembangunan pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Pengertian Anggaran menurut Arifin Sabeni dalam bukunya Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan yaitu :

“Anggaran merupakan jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu.”

(2001:39)

Sedangkan pengertian Anggaran menurut Henry Simamora dalam bukunya Akuntansi Manajemen yaitu :

“Anggaran adalah sebuah rencana kuantitatif aktivitas usaha sebuah organisasi ; anggaran mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tujuan organisasi selama periode dianggarkan.”

(2002:202)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis yang memuat semua penerimaan dan pengeluaran daerah, sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk satu periode dimasa yang akan datang dan merupakan sebuah rencana kuantitatif yang mengidentifikasi sumber daya yang dinyatakan dalam bentuk angka untuk jangka waktu tertentu selama periode yang telah dianggarkan.

Pengertian Pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan yaitu :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

(2003:1)

Sedangkan pengertian Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Perpajakan yaitu :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

(2002:1)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur sebagai iuran dari rakyat kepada negara artinya yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang). Berdasarkan undang-undang artinya pajak yang dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapestasi individual pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam bukunya Selayang Pandang Dipenda yaitu :

“Pendapatan Asli Daerah ialah Penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang.”

                                                                                                        (2005:21)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dapat menentukan  besarnya Pendapatan Asli Daerah, penerimaan yang diperoleh berasal dari anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung mempunyai kewajiban untuk memungut pajak yang berasal dari pribadi maupun badan yang merupakan kegiatan dari sumber-sumber wilayahnya sendiri dan dari pendapatan pajak inilah kegiatan operasional dapat berjalan sehingga nantinya akan dapat dipergunakan untuk pembangunan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis mengajukan Hipotesis: Anggaran Pendapatan Asli Daerah Mempunyai Perbedaan Dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada DIPENDA Kota Bandung.

Adapun kerangka pemikiran akan digambarkan sebagai berikut :










Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang beralamat di Jl. Wastu Kencana No. 2 Bandung dari tanggal 25 April sampai dengan 25 Juli 2006.
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